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ABSTRAK 

 

Muammar Irfan Nurhadi. NIM 1420310078. EFEKTIFITAS SIDANG 

KELILING PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN PERKARA 

PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2016). 

Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Keluarga, Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1437 H/2017 M. 

Menurut penyusun penelitian ini penting dilakukan mengingat sidang 

kelilling merupakan sidang layaknya sidang biasa seperti di kantor pengadilan, 

hanya saja sidang keliling dilakukan diluar gedung pengadilan. Hal ini tentu 

sangat jarang dilakukan oleh lembaga peradilan-peradilan dan pada hal ini sidang 

keliling hanya dilaksanakan pada pengadilan tingkat pertama. Sidang keliling 

adalah proses persidangan yang dilakukan diluar gedung pengadilan, dengan 

tujuan untuk memudahkan masyarakat untuk menempuh jalur hukum atau 

mencari keadilan. Masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke pengadilan, cukup 

datang ke tempat sidang keliling dilaksanakan. Dalam hal ini Pengadilan Agama 

Sleman mengadakan sidang keliling di 3 (tiga) kecamtan dari bulan Juli sampai 

dengan Desember 2016. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Prambanan, 

Kecamatan Cangkringan dan Kecamatan Pakem. Ketiga kecamatan tersebut 

dipilih karena lokasinya jauh dari kantor Pengadilan Agama Sleman dan banyak 

para pihak yang berperkara dari ketiga kecamatan tersebut. 

Mengenai yang diteliti dalam penelitian ini adalah, sejauh mana efektifitas 

sidang keliling tersebut dilaksanakan, apa yang dirasakan oleh para pihak yang 

berperkara dengan adanya sidang keliling ini, juga factor penghambat dan 

pendukung dalam pelaksanaan sidang keliling baik dalam bidang kesekretariatan 

dan kepaniteraan dan tentu saja adalah implikasi sidang keliling terhadap angka 

perceraian dan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sleman.   

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa sidang keliling yang 

dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sleman sangat membantu para pihak yang 

berada jauh dari kantor Pengadilan Agama Sleman serta masyarakat menegah 

kebawah menjadi mudah dalam beracara tidak harus datang ke kantor pengadilan. 

Meskipun dengan anggaran dan waktu yang terbatas serta kekurangan-kekurangan 

dalam pelaksanaan sidang keliling, terutama dalam hukum acara yang digunakan 

pada sidang keliling mash sama dengan hukum acara persidangan biasa belum ada 

hukum acara yang secara khusus mengatur persidangan pada sidang keliling. 

Sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama 

Sleman memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat miskin atau 

menengah ke bawah (justice for the poor). Pengadilan Agama Sleman sangat tepat 

membuat kebijakan yang beracara pada sidang keliling adalah perkara tanpa kuasa 

hukum, hal ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu karena 

mendapat jatah semakin banyak untuk sidang di balai desa setempat. Hal tersebut 

juga sejalan dengan prinsip maqosid syari’ah yaitu (النفس حفظ)  dan (المال حفظ) . 
 

Kata Kunci: Sidang Keliling, Cerai Talak, Cerai Gugat, Pengadilan Agama, 

Sleman, Yogyakarta 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0534b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 
 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan  

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Bâ‟ B be ة

 Tâ‟ T te ت

 Sâ Ŝ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J je ج

 Hâ‟ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Khâ‟ Kh ka dan ha خ

 Dâl D de د

 Zâl ẓ zet (dengan titik di atas) ذ

 Râ‟ ȓ er ر

 Zai Z zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy es dan ye ش

 Sâd ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dâd ḍ de ( dengan titik di bawah) ض



 ix 

 tâ‟ ṭ te ( dengan titik di bawah) ط

 za‟ ẓ zet ( dengan titik di bawah) ظ

 ain „ koma terbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 fâ‟ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L „el ل

 Mîm M „em م

 Nûn N „en ى

 Wâwû W W و

ٍ hâ‟ H Ha 

 Hamzah ʼ Apostrof ء

 yâ‟ Y Ya ي

 

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 

 Ditulis Mutaʻaddidah هتعددّة

 Ditulis ‘iddah عدّة

 

C. Taʻ Marbūtah di akhir kata 

1. Bila dimatikan tulis h 

 Ditulis Jamāʻah جوبعة

 Ditulis Jizyah جسٌة



 x 

( ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya) 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bcaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 Ditulis Karāmah al-auliyāʼ كراهة الاولًء

3. Bila ta’ marbūtah  hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah 

ditulis t atau h 

 Ditulis Zakāh al-fiṭri زكبة الفطر

 

D. Vokal pendek 

     َ      Ditulis A 

      َ       Ditulis I 

      َ       Ditulis U 

 

E. Vokal panjang 

1. Fathah + alif 

 جبهلٍة

ditulis 

ditulis 

Ā 

jāhiliyah 

2. Fathah + ya‟ mati 

 تٌسى

ditulis 

ditulis 

Ā 

tansā 

3. Fathah + yā‟ mati 

 كرٌن

ditulis 

ditulis 

 Ī 

karīm 

4. Dammah + wāwu mati 

 فروض

ditulis 

ditulis 

Ū 

furūd 
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F. Vokal rangkap 

1. Fathah + yā‟ mati 

 بٌٍكن

ditulis 

ditulis 

Ai 

bainakum 

2. Fathah + wāwu mati 

 قول

ditulis 

ditulis 

Au 

qaul 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 Ditulis A’antum أأًتن

 Ditulis U’iddat أعدت

شكرتنلئي   Ditulis La’in syakartum 

 

H. Kata sandang alif + lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyah 

 Ditulis Al-Qur’an القرأى

 Ditulis Al-Qiyas القٍبش

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan hurus 

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya 

 ’Ditulis As - Sama السوبء

 Ditulis asy- Syams ااشوص

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisannya 

 Ditulis Zawi al-furūd ذو الفرود

 Ditulis Ahl as-Sunnah اهل اسنة
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KATA PENGANTAR 

 

. والصّدةة والسّدةع علدى الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امورالدنيا والددن 
دددلين ّددديّدنا ووءيء دددا صمّدددد وعلدددى الددده و ددد ءه والتدّددابعين  ددد   اشدددالا اينءيددداس والماّ

عءدددددد   باوسددددا  ام ندددددوع الدددددّن  اشدددددشد ا  يالدددده ايالله واشدددددشد اّ  ّدددديّدنا صمّددددددا
وله.   ورّ

 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah S.W.T. yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, hidayah, 

dan hikmah, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik, 

meskipun banyak hambatan, gangguan dan rintangan. Shalawat serta salam 

semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad S.A.W. yang telah 

memberikan cahaya kebenaran kepada umat manusia yang kita bisa membedakan 

antara yang hak dan bathil, semoga kita selalu mendapatkan syafa’atnya, Amin. 

Dalam penulisan Tesis yang berjudul “EFEKTIFITAS SIDANG 

KELILING PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN PERKARA 

PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 

2016)”, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah 

banyak memberikan dorongan dan motivasi untuk kelancaran dan kesuksesan 

penyusunan tesis ini. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa banyak sekali 

bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 
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1. Prof.  Dr. H. Yudhian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas 
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3. Ro’fah, M.A, Ph.D., selaku koordinator Program Magister (S2) 

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  

4. Dr. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku pembimbing, yang telah melakukan 

bimbingan secara maksimal dalam penyusunan Tesis ini, kepada beliau 

penyusun haturkan banyak terima kasih. 

5. Terima kasih banyak kepada orang tuaku Bapak Drs. H. Robingun dan Ibu 

Hj. Umawan Juyati, S.Ag, serta adik-adikku, Ammarudin Rasyid dan Suha 

Nida’ul Husna, atas dukungan yang luar biasa, yang tak pernah lelah 

memberikan kasih sayang, motivasi, dan doa bagi penulis untuk selalu 

semangat dan berjuang menggapai cita-cita dan impian, kalian adalah 

spirit dalam hidup penulis. 

6. Terima kasih banyak kepada Devi Rismayanti, yang selalu setia 

mendampingi, tak henti-hentinya mengingatkan, memberikan doa, 

semangat dan motivasi dalam pengerjaan Tesis ini. 

7. Teman-teman Hukum Keluarga  Angkatan 2014, yang telah memberikan 

warna tersendiri dan sudah seperti sebuah keluarga selama penulis 

menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga. 



 xiv 

8. Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, dan Seluruh Pejabat Struktural, 

Pejabat Fungsional, Karyawan karyawati Pengadilan Agama Sleman yang 

telah memberikan banyak ilmu dan membantu penyelesaian tesis ini. 
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10. Kepada siapapun yang terlibat dalam penulisan Tesis ini yang tidak bisa 

penulis sebutkan satu persatu, namun sangat membantu baik secara moril 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan 

berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa dengan pernikahan menjadikan seseorang 

mempunyai pasangan.
1
 Sebagai tambahan disini bahwa seorang laki-laki yang 

hidup tanpa seorang perempuan terasa belum lengkap, begitu pula sebaliknya 

dengan perempuan. Dengan demikian, suami adalah pasangan isteri, dan 

sebaliknya, isteri adalah pasangan suami.
2
 

Dalam ajaran agama Islam tentu perkawinan mempunyai sebuah 

tujuan yang sangat mulia, yaitu salah satunya adalah untuk memperoleh 

kehidupan yang tenang, cinta dan kasih sayang. Tujuan ini dapat dicapai 

secara sempurna kalau tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi. Dengan ungkapan 

lain, tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan 

utama ini. Dengan tercapainya tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan 

biologis, tujuan menjaga diri dan ibadah, dengan sendirinya insya Allah 

tercapai pula ketenangan, cinta dan kasih sayang. Inilah yang dimaksud bahwa 

tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan pokok atau 

                                                             
1
 Khoirudin Nasution, Hukum Perkawinan I (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 

2005), hlm. 17. 
2 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu’i atas pelbagai Persoalan 

Ummat (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 206. 
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utama tersebut.
3
 Dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pernikahan 

dilaksanakan untuk tercapainya sebuah kebahagiaan yang kekal berdasarkan 

ketuhanan yang Maha Esa.
4
 Begitu juga dalam KHI dijelaskan bahwa tujuan 

pernikahan yaitu Mawaddah, Warahmah. Islam membuat konsep untuk 

kebaikan manusia supaya kehidupannya terhormat sesuai dengan tujuan 

penciptaan manusia itu sendiri, karena rumah tangga yang bahagia dan 

sejahtera memang menjadi dambaan setiap orang. 

Pernikahan yang di dalamnya tidak lagi terdapat ketenangan dan 

ketenteraman, dan mempertahankannya pun suatu perbuatan yang sia-sia. 

Islam memberikan jalan keluar terakhir dengan mengakhiri kehidupan 

rumahtangga yaitu talak. Walaupun dalam Islam talak merupakan perbuatan 

yang diperbolehkan, namun perbuatan talakmerupakan perbuatan yang sangat 

dibenci oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad 

SAW, yaitu: 

 5غض الحلال الى الله الطلاقاب

Putusnya perkawinan dalam hukum Indonesia dapat disebabkan karena 

kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.
6
 Putusnya perkawinan 

karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah 

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

                                                             
3 Khoirudin Nasution, Hukum Perkawinan I (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 

2005), hlm. 38. 
4
 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1. 

5Abū Abdillāh Muḥammad Ibn Yazīd, Sunan Ibn Mājah, (Beirut: Dār al-Kutub, 1995), 

I:650. 
6Pasal 38 Undang-UndangPerkawinan No. 1 Tahun 1974. 
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kedua belah pihak.
7
 Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian 

dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.
8
 Talak disini 

adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah 

satu penyebab putusnya perkawinan
9
 dengan kata lain, talak adalah gugatan 

perceraian yang diajukan suami kepada Pengadilan. Gugatan perceraian yang 

diajukan istri kepada Pengadilan adalah khuluk atau disebut juga dengan 

istilah cerai gugat. 

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. PP No. 9 

tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaannya dan dalam Kompilasi Hukum 

Islam bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan 

Agama, maka untuk menegakkan keadilan dan demi kepastian hukum 

dibentuklah suatu Peradilan Agama di Indonesia. Peradilan Agama merupakan 

salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang 

beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-

undangini.
10

 Adapun Pengadilan yang dimaksud yakni Pengadilan Agama 

bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi 

kekuasaan Peradilan Negeri.
11

 

Indonesia merupakan negara kepulauan. Transportasi antara pulau 

yang satu dengan pulau yang lain kadang-kadang sulit untuk dilakukan, karena 

masih terbatasnya sarana dan prasarana. Sementara itu, keberadaan kantor-

                                                             
7Pasal 39. 

 8Pasal 113 KompilasiHukum Islam (KHI). 

 
9
Pasal 117. 

10Pasal 2 UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama. 
11Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, cet. ke-2 (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2006), hlm. 27. 
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kantor Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota, 

banyak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat pencari keadilan yang berada 

di daerah terpencil untuk mendatanginya, mengingat jarak tempuh yang harus 

mereka lalui sangat jauh dan sulit. Kondisi objektif teritorial tersebut 

merupakan salah satu problema yang menghambat para pencari keadilan untuk 

memperoleh pelayanan hukum dan keadilan dari Pengadilan.
12

 

Selain kendala lokasi yang jauh dan sulit, mereka juga dihadapkan 

kepada tingginya biaya dan terbatasnya sarana dan prasarana yang 

menghubungkan antara tempat tinggal mereka di daerah-daerah pedalaman 

dan terpencil dengan kantor Pengadilan Agama, sedangkan mereka merupakan 

warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang samaseperti warga 

negara Indonesia lainnya yang tinggal di kota-kota besar. Banyak 

permasalahan hidup mereka yang membutuhkan perlindungan hukum, baik 

dalam kehidupan rumah tangga maupun sosial ekonomi. Problema hukum 

yang mereka hadapi yang seharusnya segera mendapat kepastian hukum dan 

keadilan, menjadi gagal akibat adanya berbagai kesulitan tersebut terutama 

bagi masyarakat miskin (justice for the poor)
13

 

Penelitian tahun 2007 yang dilakukan oleh Cate Summer, yakni 

penelitian yang dilakukan atas kerjasama Mahkamah Agung dengan Family 

Court of Australia dan Indonesia Australia Legal Development Facilities 

(IALDF), menemukan bahwa masyarakat miskin menghadapi hambatan 

                                                             
12

 Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan 

Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2016 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan 

Peradilan Agama, hlm. 1. 
13 Ibid, hlm. 2.. 
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utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang 

berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke 

Pengadilan.
14

 Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung 

dengan memberikan perhatian besar untuk menyelenggarakan sidang keliling 

dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo. Respon Mahkamah 

Agung tersebut diwujudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung
15

 (SEMA) 

No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang dibagi 

menjadi 2 (dua) lampiran yakni Lampiran A untuk lingkungan Peradilan 

Umum dan Lampiran B untuk lingkungan Peradilan Agama. 

Selain itu, norma hukum lain yang juga mengatur mengenai sidang 

keliling adalah Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama 

dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan 

Nomor 020/SEK/SK/II/201 1 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran 

Mahkamah Agung R.l. Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan 

Hukum Lampiran B dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Bab IV huruf 

G. Kemudian pada tanggal 07 Januari 2016, ditetapkan Buku Pedoman 

Pelaksanaan Sidang Keliling (BUPEDLAKSILING) melalui Surat Keputusan 

Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama 

No. 01/SK7TUADA-AG/I/2016 tentang Pedoman Sidang Keliling di 

Lingkungan Peradilan Agama. 

                                                             
14

 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.10 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Lampiran B. Bab I. Pendahuluan. 
15 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, cet. 

ke-6, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 20. 
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Sidang keliling, atau sidang di luar gedung Pengadilan, merupakan 

salah satu penjabaran dari acces to justice, yang telah menjadi komitmen 

masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah 

untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada 

masyarakat.mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga 

keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (justice for all).
16

 

Pada dasarnya, penyelesaian perkara dalam sidang keliling 

berdasarkan pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.
17

 Asas tersebut 

menjadi dambaan semua masyarakat. Jika dapat dilaksanakan dengan baik, 

akan menjadikan Pengadilan sebagai pilihan dari para pencari keadilan, 

sederhana dalam prosedur memasukkan gugatan, cepat dalam proses 

persidangan, pembuktian hingga putusan dan tidak mengeluarkan biaya besar 

(sesuai dengan ketentuan biaya perkara). Hal ini sejalan dengan prinsip Islam 

sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur‟an bahwa Islam selalu 

memudahkan umatnya jika menemukan kesulitan dalam menjalankannya. 

Sidang keliling ini pernah dipandang sebelah mata. Alasannya, sidang 

keliling dianggap dapat membuat angka perceraian semakin tinggi. Hal ini 

dibantah oleh Wahyu Widiana selaku Direktur Jenderal Peradilan Agama kala 

itu. Menurutnya, sidang keliling bukan untuk mempermudah orang untuk 

melakukan perceraian, tetapi untuk memberikan kepastian hukum 

                                                             
16 Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan 

Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan 

Peradilan Agama, hlm. 1-2. 
17M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2001), hlm 56. 
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kepadamasyarakat di bidang hukum keluarga, baik status pernikahan, 

perceraian, hingga status anak.
18

 

Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2016 menyelenggarakan sidang 

keliling. Sidang keliling tersebut dimulai pada bulan Juli sampai bulan 

Desember 2016. Adapun tempat untuk melaksanakan sidang keliling 

Pengadilan Agama Sleman telah memilih 3 kecamatan yang sekiranya jauh 

dari kantor dan banyak para pihak yang berasal dari daerah tersebut, yaitu 

Kecamatan Cangkringan, Pakem dan Prambanan. Pada masing-masing 

kecamatan sidang dilaksanakan di balai desa kelurahan setempat. Setiap jumat 

sidang ini dilaksanakan hanya di 2 atau 1 kecamatan saja, jadi tidak 3 

kecamatan sekaligus menyelenggarakan sidang keliling. Kecamatan 

Cangkringan, Kecamatan Pakem dan Kecamatan Prambanan dipilih oleh 

Pengadilan Agama Sleman karena ketiga kecamatan ini berada di radius 

panggilan jurusita paling jauh (radius III) dari kantor Pengadilan Agama 

Sleman, selain itu banyak perkara yang berasal dari ketiga kecamatan tersebut. 

Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung 

RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2016 

tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama pada 

tanggal 7 Januari 2016 yang salah satunya mengatur mengenai pelaporan 

sidang keliling, sidang keliling dibuat laporan khusus sidang keliling berikut 

perkara - perkara yang ditangani, majelis hakim yang menangani dan 

penggunaan biaya penyelenggaraan sidang keliling. Sehingga laporan khusus 

                                                             
18 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt505fe18ec122d/sidang-keliling-Pengadilan-

agama-melegakan, akses 20 November 2016.. 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt505fe18ec122d/sidang-keliling-pengadilan-agama-melegakan
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt505fe18ec122d/sidang-keliling-pengadilan-agama-melegakan
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sidang keliling tennasuk berkas-berkas yang berkaitan dengan sidang keliling, 

pemberkasannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sleman pada tahun 

2016. 

Adapun perkara yang diajukan dalam sidang keliling yang diadakan 

oleh PA Sleman tahun 2016 didominasi oleh perkara perceraian baik cerai 

gugat maupun cerai talak. Perkara perceraian merupakan perkara kontentius 

(contentiosa)
19

 yang mengandung sengketa antara kedua belah pihak. 

Peraturan perundang-undangan tidak mengenal perceraian atas persetujuan 

bersama.
20

 Prosedur penyelesaiannya telah diatur dalam hukum acara khusus 

baik dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, 

dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah 

diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 

50 Tahun 2009. Adapun dalam penyelesaiannya terdapat tahapan-tahapan 

yang bersifat prosedural yang harus dipenuhi oleh para pihak berperkara dan 

majelis hakim selaku penegak hukum di Pengadilan Agama. 

Namun sayangnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Panmud Hukum 

Pengadilan Agama Sleman Titik Handriyani, SH, MH, MSI. Bahwa sidang 

keliling untuk setiap perkara tidak memiliki waktu yang banyak seperti 

sidang-sidang di Kantor Pengadilan Agama, sehingga menyebabkan kurang 

                                                             
19Perkara/gugatan contentiosa adalah gugatan yang mengandung sengketa antara dua 

belah pihak atau lebih.Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan merupakan 

sengketa atau perselisihan di antara para pihak (between countending parties).Gugatan ini 

merupakan hal yang berbeda atau berlawanan dengan gugatan voluntair yang bersifat sepihak (ev- 
parte), yaitu permasalahan yang diajukan tidak mengandung sengketa (undisputed matters), tetapi 

semata-mata kepentingan pemohon. Lihat Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Gugatan, 

Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan), cet. ke-10 (Jakarta: Sinar Grafika, 

2010), hlm. 125.  
20Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama, cet. ke-7 (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 218. 
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maksimalnya pertimbangan hakim dan para pihak dalam menyelesaikan 

perkara. Hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya anggaran yang diberikan 

oleh Mahkamah Agung untuk penyelenggaraan sidang keliling, mengingat 

juga perkara di Pengadilan Agama Sleman yang sangat banyak dan bahkan 

terbanyak di DIY. Selain itu, hukum acara yang digunakan sama dengan 

persidangan di kantor Pengadilan Agama, sehingga menyisakan beberapa 

problem terkait dengan pemanggilan para pihak yang tidak hadir dalam 

persidangan, tahap menjawab dan pembuktian. Pemanggilan pihak-pihak yang 

tidak hadir dalam sidang keliling tetap mengacu kepada tatacara pemanggilan 

sebagaimana biasa dengan memperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan 

alasan ketidakhadiran para pihak. Tenggang waktu pemanggilan yang cukup 

lama seperti halnya pemanggilan pihak yang tidak diketahui keberadaannya 

menyebabkan perkara tidak dapat ditangani dalam sidang keliling sehingga 

sidang harus dilanjutkan di kantor Pengadilan Agama. 

Adapun problem lainnya yaitu berkaitan dengan pelaksanaan jawab 

menjawab dan pembuktian yang membutuhkan waktu bagi para hakim untuk 

menilai kebenaran para pihak. Dalam hal ini, tahap jawab menjawab dan 

pembuktian merupakan hal yang harus ditempuh dengan sungguh-sungguh 

dan tidak gegabah, karena dalam tahap-tahap inilah hakim berusaha 

merumuskan masalah, menggali dan menemukan hukum demi menghasilkan 

putusan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan 

bagi para pihak. 
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Dengan minimnya waktu pada Sidang keliling tersebut tidak mesti 

perkara selesai dalam program Sidang keliling, tetapi harus diselesaikan di 

pengadilan agama. Hal ini dikarenakan masih banyak tahapan yang harus 

dilalui dalam persidangan dari awal sampai akhir putusan.  

Terakhir tentunya yang ingin penulis gambarkan adalah keefektifitasan 

sidang keliling tersebut terutama bagi para pihak yang berperkara dalam 

sidang keliling, mengingat sidang keliling salah satu tujuannya untuk 

meringankan atau memudahkan bagi para pihak yang kurang mampu (justice 

for thr poor). 

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penyusun 

merasa perlu untuk meneliti efektivitas Sidang keliling di Pengadilan Agama 

Sleman pada tahun 2016 tersebut agar diketahui sejauh mana Sidang keliling 

yang diadakan oleh Pengadilan Agama Sleman dapat memudahkan 

masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum dan kemudahan dengan 

adanya sidang keliling berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada 

terutama di bidang perceraian. 

 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun mengidentifikasikan 

rumusan masalah yang akan diteliti ke dalam beberapa rumusan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui Sidang 

keliling di Pengadilan Agama Sleman tahun 2016? 
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2. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penyelesaian perkara 

perceraian melalui Sidang keliling di Pengadilan Agama Sleman tahun 

2016? 

3. Bagaimana implikasi Sidang keliling dalam penyelesaian perkara 

perceraian terhadap angka perceraian dan para pihak yang berperkara di 

Pengadilan Agama Sleman tahun 2016? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitianini 

adalah: 

a. Untuk menjelaskan pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian 

melalui Sidang keliling di Pengadilan Agama Sleman tahun 2016. 

b. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung 

penyelesaian perkara perceraian melalui Sidang keliling di Pengadilan 

Agama Sleman tahun 2016. 

c. Untuk menjelaskan implikasi Sidang keliling terhadap angka 

perceraian dan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama 

Sleman tahun 2016. 

2. Kegunaan 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas ilmu dan 

wawasan di bidang hukum dan memberikan sumbangan pemikiran 
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yang berarti bagi khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang Peradilan 

Agama bagi penulis dan pembaca pada umumnya. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pandangan baru di 

kalangan masyarakat mengenai Sidang keliling yang merupakan hal 

yang baru yang masih jarang diketahui orang, dan dapat dijadikan 

kajian untuk pertimbangan pembahasan selanjutnya yang berhubungan 

dengan masalah tersebut. 

 

D. Telaah Pustaka 

Sebelum melakukan penelitian tentang efektivitas Sidang keliling 

dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 

2016, ada beberapa penelitian terkait yang telah berhasil penyusun temukan, 

diantaranya: 

Pertama, tesis yang ditulis oleh Edi Damhudi yang berjudul “Cerai 

Gugat Di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2008-2010” Dalam tesisnya, 

Edi Damhudi meneliti tentang perceraian yaitu cerai gugat, dalam hal ini cerai 

yang diajukan oleh seorang isteri. Dalam tesisnya Edi mengggambarkan 

fenomena cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari selama kurun waktu 2 

tahun antara tahun 2008-2010. Digambarkan juga alasan-alasan yang 

melatarbelakangi seorang isteri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama 

Wonosari. Juga jalannya persidangan di Pengadilan Agama Wonosari dalam 

menyelesaikan perkara perceraian. Pada kesimpulannya diperoleh yaitu 

jumlah perkara cerai gugat yang diajukan di Pengadilan Agama Wonosari dan 
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berbagai alasan yang melatar belakangi isteri mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Agama Wonosari. 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Surya Hidayat dengan judul “Tinjauan 

Hukum Islam terhadap Sidang Keliling dan Implikasinya terhadap Angka 

Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2011)”. Skripsi ini 

meneliti tentang tujuan Sidang keliling ditinjau dari maqasid asy-syari'ah dan 

dampaknya terhadap angka perceraian di PA Cilacap.
21

 Hasil penelitian 

menjelaskan bahwa Sidang keliling sejalan dengan maksud dan tujuan 

disyari‟atkannya hukum Islam yaitu untuk memelihara harta, memelihara 

jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal dan memelihara agama. 

Perbedaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti penyusun adalah pada 

penelitian ini analisisnya mengarah pada pemenuhan maqasid asy-syari'ah 

dalam tujuan Sidang keliling, sementara penulis akan meneliti tentang 

keefektifan Sidang keliling guna mengetahui sejauh mana pemenuhan tujuan 

Sidang keliling. 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Fitrizal Widya Pangesti dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi Perkara Perceraian dan 

Sidang Keliling di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes
”
. Skripsi ini 

meneliti tentang proses mediasi dalam Sidang keliling oleh Pengadilan Agama 

Brebes."' Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses mediasi tidak dilakukan 

di lokasi Sidang keliling sekaligus, namun tetap dilaksanakan di Pengadilan 

Agama Brebes. Perbedaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti 

                                                             
 21Surya Hidayat, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sidang Keliling dan Implikasinya 

terhadap Angka Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2011)", Skripsi tidak 

diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari‟ah dan Hukum, 2010). 
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penyusun adalah penelitian ini hanya meneliti tentang hal yang berkaitan 

dengan proses mediasi dalam Sidang keliling saja, sedangkan yang akan 

diteliti oieh penyusun menyangkut segala aspek yang menyangkut Sidang 

keliling termasuk mediasi 

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Indah Umaroh dengan judul 

„"Analisis Sidang Keliling Perkara Cerai Gugat Di Wilayah Hukum 

Pengadilan Agama Mojokerto menurut Surat Edaran Mahkamah Agung 

(Sema) No.10 Tahun 2010". Skripsi im meneliti tentang apa landasan 

Pengadilan Agama Mojokerto dalam melaksanakan Sidang keliling, 

bagaimana proses Sidang keliling yang dilakukan di Pengadilan Agama 

Mojokerto dalam perkara cerai gugat, serta implikasinya terhadap peningkatan 

angka perceraian di Mojokerto. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peneliti 

menemukan adanya peningkatan angka cerai gugat yang dilakukan 

masyarakat Mojokerto dengan adanya Sidang keliling yang diselenggarakan 

Pengadilan agama Mojokerto. Adapun pelaksanaan dan proses Sidang keliling 

yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Mojokerto mengikuti hukum 

acara peradilan yang berlaku, baik proses pengajuan perkara, pemanggilan 

pihak maupun Sidangnya, dengan ketentuan tersebut Sidang berjalan secara 

efektif dan efisien. Perbedaan penelitian ini 
22

dengan apa yang akan diteiiti 

penyusun adalah penelitian ini membahas tentang penyelesaian cerai gugat 

dalam Sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama 

Mojokerto, sedangkan penyusun meneliti tentang penyelesaian perceraian baik 

                                                             
 22Fitrizal Widya Pangesti, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi Perkara 

Perceraian dan Sidang Keliling di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes ", Skripsi tidak 

diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Flukum, 2009). 
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cerai gugat maupun cerai talak dalam Sidang keliling yang diselenggarakan 

oleh Pengadilan Agama Sleman. 

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Azizah Ulfi dengan judul “Analisis 

Hukum Acara Pelaksanaan Sidang Keliling (Studi Kasus Sidang Keliling di 

Pengadilan Agama Mungkid)”. Skripsi ini meneliti tentang hukum acara yang 

digunakan dalam Sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan 

Agama Mungkid. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hukum acara yang 

digunakan dalam Sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan 

Agama Mungkid sama dengan hukum acara yang digunakan dalam 

perSidangan biasa (litigasi reguler). Perbedaan penelitian ini dengan apa yang 

akan diteliti penyusun adalah penelitian ini hanya menganalisis hukum acara 

yang digunakan dalam Sidang keliling, sedangkan penyusun meneliti 

menganalisis segala aspek Sidang keliling termasuk hukum acara. 

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, maka 

penyusun menyimpulkan bahwa penelitian dengan judul “Efektifitas Sidang 

Keliling Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi di 

Pengadilan Agama Sleman Tahun 2016) belum pernah dibahas karena tema 

penelitian tersebut berbeda dengan tema penelitian-penelitian yang telah ada 

sebelumnya. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Efektivitas berasal dari istilah efektif yaitu dampak atau akibat 

yangmembawa hasil." Kata efektif berarti ada efeknya (pengaruhnya, 
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akibatnya, kesannya, manjur, mujarab, mempan).
23

Menurut Soerjono 

Soekanto. efektivitas adalah taraf yang sejauh mana suatu kelompok 

menggapai tujuannya." Efektivitas hukum menyoroti mengenai bagaimana 

suatu peraturan yang dibentuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
24

 

Lawrence M. Friedman juga mengemukakan tentang efektifitas hukum bahwa 

efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem 

hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of 

the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut 

aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-

undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang 

dianut dalam suatu masyarakat.
25

 

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono 

Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh beberapa 

indikator antara lain indikator hukum, indikator penegak hukum, indikator 

sarana atau fasilitas dan indikator masyarakat.
26

 

1. Hukum. 

Bagaimana hukum dapat berdampak positif. Artinya norma hukum 

tersebut dapat dijadikan pedoman untuk mencapai tujuannya, sehingga 

efektif.
27

Dalam hal ini, norma-norma hukum yang mengatur tentang 

                                                             
23Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 250 
24Soerjono Sukanto, Kamus Sosiologi, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm. 98. 
25 Lawrence M. Friedman; The Legal System; A Social Scince Prespective, (New York: 

Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 12 – 16. 
26Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, cet. ke-12. 

(Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 8. 
27Ibid.hlm. 12 
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Sidang keliling akan dikatakan efektif bila norma tersebut mampu menjadi 

landasan operasional yang lengkap dan jelas bagi Sidang keliling sehingga 

dapat mencapai tujuannya secara efektif untuk memudahkan para pihak 

berperkara baik dari segi biaya, transportasi dan jarak tempuh ke 

Pengadilan Agama. 

2. Penegak hukum. 

Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. Di Pengadilan Agama, peran penegak hukum 

dipegang oleh hakim. Agar sebuah norma hukum dapat dikatakan efektif, 

maka hakim harus mampu menjalankan perannya sebagaimana ketentuan 

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, 

dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat. 

3. Sarana atau fasilitas. 

Sarana atau fasilitas harus dipenuhi untuk menunjang penegakan 

hukum. Sarana atau fasilitas mencakup peralatan yang memadai, keuangan 

yang cukup dan seterusnya.
28

 Dalam hal ini, sarana atau fasilitas dalam 

Sidang keliling meliputi anggaran pelaksanaan Sidang keliling yang 

mencukupi, dan ruang perSidangan yang memenuhi standar dekorum 

ruang perSidangan demi menjaga martabat peradilan. 

 

                                                             
28Ibid, hlm. 37. 
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4. Masyarakat. 

Masyarakat merupakan lingkungan di mana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan. Dalam hal ini menyangkut pada pendapat-

pendapat masyarakat terhadap norma hukum yang ada. Dalam hal ini, 

pendapat/tanggapan masyarakat terutama para pihak yang mengikuti 

Sidang keliling berpengaruh terhadap efektif atau tidaknya Sidang keliling 

yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama. 

Diantara indikator-indikator diatas penegak hukum merupakan 

indikator yang sangat berperan dalam mencapai keefektifitasan sebuah hukum, 

sehingga dapat memberi keadilan bagi para masyarakat pencari keadilan. 

Dalam hal ini penegak hukum adalah hakim dalam memutus perkara dan 

menghasilkan sebuah produk hukum. Oleh karena itu hakim harus 

mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan 

sosiologis sehingga keadilan yang diwujudkan, dicapai dan 

dipertanggungjawabkan dalam sebuah amar putusan adalah keadilan yang 

berorientasi kepada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral 

justice), dan keadilan masyarakat (sosial justice).
29

  

Indikator-indikator di atas saling berkaitan erat satu sama lain karena 

merupakan esensi dari penegakan hukum. Indikator-indikator tersebut bersifat 

netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi dari indikator 

tersebut.
30

 

Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim dilakukan dalam 

                                                             
29 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct). 

Kode Etik Hakim, (Jakarta: Pusdiklat MA-RI, 2006), hlm. 2. 
30Ibid, hlm. 9. 
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kerangka menegakan kebenaran dan berkeadilan dengan berpegang pada 

hukum, undang-undang, dan nilai keadilan masyarakat. Dalam diri hakim 

diemban amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar 

dan adil. Apabila penerapan perundang-undangan akan menimbulkan ketidak 

adilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan moral (moral justice) dan 

mengesampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (legal justice). 

Keadilan yang dimaksudkan disini bukanlah keadilan proseduril (formil), 

tetapi keadilan yang dimaksudkan disini adalah keadilan substantive (materiil) 

yang sesuai dengan hati nurani hakim.
31

 

Sidang keliling yang diadakan Pengadilan Agama Sleman dalam teori 

Soerjono Soekanto termasuk kedalam indikator sarana atau fasilitas. Sidang 

keliling merupakan sarana atau fasilitas yang diberikan Pengadilan Agama 

Sleman kepada masyarakat yang wilayahnya jauh dari kantor Pengadilan 

Agama Sleman, serta sarana untuk masyarakat menengah kebawah agar lebih 

mudah dalam mencari keadilan.  

Fasilitas sidang keliling yang diberikan oleh Pengadilan Agama 

Sleman kepada masyarakat merupakan fasilitas untuk para pencari keadilan di 

daerah yang wilayahnya jauh dari kantor Pengadilan Agama Sleman. Fasilitas 

ini yang kemudian nantinya akan dirasakan sejauh mana keefektivitasan 

sarana atau fasilitas sidang keliling dalam menangani perkara perceraian, 

tentunya dengan mengintegrasikan dengan indicator yang lain yaitu hukum, 

penegak hukum dan masyarakat. 

                                                             
31 Ahmad Rifa‟i, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 128. 
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Sedangkan Lawrence M. Friedman dalam teori efektivitasnya 

menjelaskan bahwa bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum 

tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), 

substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture).
32

 

1. Struktur Hukum 

Struktur dari sistem hukum terdiri atas beberapa unsur yaitu, 

jumlah dan ukuran pengadilan, wilayah yurisdiksinnya (kompetensi 

absolut dan kompetensi relatif), dan tata cara naik banding dari pengadilan 

ke pengadilan lainnya. Struktur hukum melingkupi Pranata hukum, 

Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat 

kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak 

hukum, dalam sistem peradilan perdata, aplikasi penegakan hukum 

dilakukan oleh penggugat, tergugat, hakim dan advokat. Struktur adalah 

pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut 

ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana 

pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan 

dan dijalankan. 

2. Substansi Hukum 

Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata 

manusia yang berada dalam system tersebut. Jadi substansi hukum 

menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki 

kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak 

                                                             
32 Lawrence M. Friedman; The Legal System; A Social Scince Prespective, (New York: 

Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 12-16. 
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hukum. didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun 

yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal. 

3. Budaya Hukum 

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap 

manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap 

hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk 

menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas 

substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-

orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum 

tidak akan berjalan secara efektif. 

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman 

tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakan hukum sebagai 

suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam 

pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang 

diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa 

lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam 

suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut 

hingga menghasilkan output berupa putusan.
33

  

Input yang berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem 

adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang 

menggerakkan sistem hukum. Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas 

nilai dan sikap yang mereka anggap bertentangan dengan harapan mereka baik 

                                                             
33 Ibid, hlm, 13. 
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secara indvidu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan 

ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan atau 

dakwaan sebagai input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan 

bekerja dan tidak akan pernah ada.
34

 Oleh karenanya setiap komponen dalam 

sistem hukum tersebut adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan jika salah 

satu komponen tidak bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang 

menggerakkan sistem tersebut. 

Dalam sistem hukum Friedman sidang keliling merupakan struktur 

hukum (structure of law), dimana sidang keliling merupakan Sidang 

Pengadilan yang wilayah yurisdiksinya hanya terbatas. Sebuah struktur yang 

berfungsi untuk menjalankan persidangan seperti di kantor pengadilan. 

Bagaimana sidang keliling tersebut berjalan seefektif mungkin dalam 

menggelar perkara di luar gedung pengadilan sesuai dengan ketentuan dan 

hukum yang berlaku. 

Sidang keliling merupakan Sidang Pengadilan yang dilakukan di luar 

Pengadilan, misalnya Sidang-Sidang yang dilakukan di kecamatan-kecamatan 

dan sebagainya.
35

 Norma hukum yang mengatur Sidang keliling adalah Surat 

Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 yang diatur dalam Lampiran B 

untuk Lingkungan Peradilan Agama bagian dua yang terdiri dari 5 pasal. 

Selain itu terdapat beberapa Surat Keputusan yang mengatur tentang 

penyelenggaraan Sidang keliling, antara lain Keputusan Ketua Muda Urusan 

Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 

                                                             
34 Ibid, hlm, 13. 
35 Roihan A, Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, hlm. 130-131. 
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04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 

Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B dan Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan 

Peradilan mengatur pula mengenai pelayanan Sidang keliling. Kemudian pada 

tahun 2016, ditetapkan Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling 

(BUPEDLAKS1LING) melalui Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI 

Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2016 

tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama. 

Pemberian bantuan hukum termasuk Sidang keliling ini merupakan 

bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D (1) yang 

menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 

hadapan hukum.Bila dilihat dari sudut kemaslahatan, Sidang keliling ini 

sejalan dengan magasid asy-syan’ah (maksud atau tujuan disyaria‟atkannya 

hukum Islam). Maqasid asy-syari'ah menghendaki terwujudnya kemaslahatan 

dalam kehidupan manusia dengan pemeliharaan lima sendi utama meliputi:
36

 

pemeliharaan agama حفظ الدين pemeliharaan jiwa حفظ النفس pemeliharaan akal 

المالحفظ  dan pemeliharaan harta حفظ النسل pemeliharaan keturunan حفظ العقل  

 

 

 

                                                             
36Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar), (Jakarta: Rajawali Press, 

2011), hlm. 122. 
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F. Metode Penelitian 

Dalam menganalisis data yang diperoleh, diperlukan beberapa metode 

yang dipandang relevan dan mendukung penyusunan tesis ini. Adapun metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah 

penelitian lapangan (field research), penelitian yang dilakukan langsung di 

lapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan 

dunia nyata, sehingga pengguna hasil penelitian dapat memformulasikan 

atau memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin danmemperoleh data 

atau informasi yang selalu terkini.
37

 Dalam penelitian ini, data maupun 

informasinya bersumber dari Pengadilan Agama Sleman dan pihak-pihak 

yang mengikuti Sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan 

Agama Sleman pada tahun 2016. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah preskriptif, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk memberikan penilaian dan saran-saran terhadap hasil 

penelitian.
38

 Dalam penelitian ini, penyusun menjelaskan data yang 

diperoleh dari lapangan baik dari Pengadilan Agama Sleman maupun dari 

para pihak yang mengikuti Sidang keliling, dan faktor apa saja yang 

mempengaruhi pelaksanaan Sidang keliling tersebut baik yang mendukung 

maupun yang menghambat efektivitas Sidang keliling tersebut serta 

                                                             
37Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 

52. 
38Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 1981), hlm.10 
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implikasinya terhadap angka perceraian dan para pihak, kemudian menilai 

efektivitas Sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian yang 

dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2016 dan 

berusaha memberikan saran-saran terhadap permasalahan yang ada. 

3. Jenis Data 

Adapun sumber data yang digunakan antara lain:  

a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan disatukan secara 

langsung oleh peneliti dari obyek yang diteliti dan untuk kepentingan 

studi yang bersangkutan.
39

 Data ini diperoleh langsung dari responden 

melalui hasil wawancara dengan tim pelaksana Sidang keliling 

Pengadilan Agama Sleman, para pihak yang mengikuti Sidang keliling 

yang diadakan oleh Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2016. 

b. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga 

lain yang sudah dipublikasikan.
40

 Data ini diperoleh dari dokumen atau 

arsip PA Sleman, peraturan perundang-undangan yang mengatur 

penyelenggaraan Sidang keliling, artikel dan penelusuran situs internet 

yang berkaitan dengan pelaksanaan Sidang keliling dalam 

penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada 

tahun 2016. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara:  

                                                             
39M. Suparmoko, Metode Penelitian Praktis, cet. ke-1 (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm. 

67. 
40Ibid, hlm. 68 
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a. Wawancara 

Penyusun melakukan wawancara mendalam (in-depth 

interview) menggunakan dialog, mengajukan pertanyaan dan meminta 

penjelasan serta menggali keterangan yang lebih jelas secara langsung 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada responden.
41

 

Respondennya adalah Hakim, Panitera, dan Pejabat yang mengikuti 

pelaksanaan Sidang keliling Pengadilan Agama Sleman tahun 2016, 

para pihak berperkara yang mengikuti Sidang keliling serta aparat 

Desa Bokoharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman, Desa 

Argomulyo Kecamatan Cangkringan dan Desa Pakembinangun 

Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman 

b. Dokumentasi 

Penyusun mengumpulkan data dengan melihat dokumen terkait 

dengan hal yang diteliti,
42

 penelusuran dokumen atau arsip PA Sleman 

melalui SIADPA atau SIPP terkait Sidang keliling, penelusuran 

kepustakaan, membaca literatur yang berhubungan dengan Sidang 

keliling serta penelusuran situs-situs di internet untuk mencari data 

yang terkait dengan Sidang keliling Pengadilan Agama Sleman pada 

tahun 2016. 

5. Pendekatan Masalah 

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

pendekatan yuridis yaitu pendekatan berdasarkan pada norma hukum yang 

                                                             
41Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, cet. ke-11 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114. 
42Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 61. 
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berlaku.
43

 Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis apakah 

Sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Sleman pada tahun 

2016 telah sesuai dengan norma hukum yang mengatur pelaksanaannya 

sebagaimana yang diatur dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 dan norma-

norma hukum lain yang mengatur Sidang keliling dan hukum acara 

perdata. Penyusun juga menggunakan pendekatan normatif, yakni 

pendekatan yang berpijak pada ketentuan atau teks-teks hukum. Dengan 

pendekatan ini, penyusun meninjau kemaslahatan yang diperoleh dalam 

Sidang keliling tersebut dengan menggunakan norma hukum Islam dalam 

aspek maqasid asy-syari'ah. Disamping itu, digunakan pula pendekatan 

sosiologis yakni pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh 

pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dan 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam 

masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian 

langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang 

obyektif.
44

 Dalam hal ini, penyusun akan meneliti mengenai sejauh mana 

kesan dan tanggapan masyarakat terutama para pihak berperkara terhadap 

pelaksanaan Sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama 

Sleman pada tahun 2016. 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan 

metode analisis preskriptif kualitatif yaitu peneliti akan menjelaskan data 

                                                             
 43Moh. Nazir, Metode Penelitian.(Bogor: Ghalia Indonesia, 1988), hlm 53.  
44Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004), hlm. 53. 
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yang diperoleh di lapangan, kemudian terhadap data tersebut akan 

dilakukan suatu penilaian
45

 mengenai efektivitas Sidang keliling oleh PA 

Sleman tahun 2016, sekaligus menganalisis faktor-faktor pendukung dan 

penghambat efektivitas Sidang keliling tersebut serta implikasinya 

terhadap angka perceraian. Adapun penalaran yang akan digunakan oleh 

penyusun yakni analisis induktif, yaitu cara penalaran yang bertitik tolak 

dari fakta-fakta yang khusus dari peristiwa yang konkrit, kemudian 

dikumpulkan sehingga menghasilkan kesimpulan umum.
46

 Penelitian yang 

dilakukan penyusun terhadap pelaksanaan Sidang keliling dalam 

penyelesaian perkara perceraian yang dilaksanakan oleh PA Sleman tahun 

2016 dapat diambil kesimpulan secara umum tentang efektivitasnya. 

Selain itu, penyusun juga menggunakan analisis deduktif, yaitu cara 

berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada.
47

 Dalam hal ini, 

analisis pelaksanaan Sidang keliling dikaji berdasarkan aturan hukum yang 

ada mengenai sesuai atau tidaknya Sidang keliling tersebut dalam segi 

pelaksanaan dan pencapaian tujuan yang diharapkan. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka 

pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yaitu: 

Bab pertama berisi pendahuluan, dimana pendahuluan adalah bagian 

yang paling umum karena menjadi dasar penyusunan skripsi ini. Pertama, 

                                                             
45Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, Hlm. 10.  
46 Sutrisno Hadi, Metodologi Research 1, cet. ke-2 (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm 47. 
47Ibid, hlm. 48. 
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pendahuluan diawali dengan latar belakang masalah yang dijadikan bahasan 

pokok masalah dalam penelitian. Kedua, pokok masalah menentukan inti 

permasalahan dari penelitian ini. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, agar 

penelitian memiliki alur dan arah yang jelas serta dapat memberi kontribusi 

pemikiran bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Keempat, telaah pustaka, 

untuk menerangkan bahwa masalah yang diteliti belum pernah diteliti. 

Kelima, kerangka teoritik, menggambarkan cara pandang dan alat analisa yang 

akan digunakan untuk menganalisa data. Keenam, metode penelitian 

merupakan penjelasan metode dari teknis dan langkah-langkah yang akan 

ditempuh dalam pengumpulan data. Ketujuh, sistematika pembahasan 

merupakan pedoman dalam mengklasifikasi data serta sistematika yang 

ditetapkan bagi pemecahan masalah. 

Bab kedua, pembahasan diarahkan pada tinjauan umum tentang Sidang 

keliling dan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Pada bab 

im diawali pembahasan mengenai tinjauan umum pertama yakni tentang 

Sidang keliling, untuk mengetahui apa pengertian dan dasar hukum yang 

digunakan dalam Sidang keliling, tujuan Sidang keliling, bentuk-bentuk 

Sidang keliling, persiapan Sidang keliling meliputi penentuan lokasi Sidang 

keliling, sarana prasarana, petugas pelaksana serta kompetensi Pengadilan 

Agama dalam Sidang keliling, dilanjutkan dengan pelaksanaan Sidang keliling 

meliputi penetapan pelaksanaan Sidang keliling dan penanganan perkara pada 

Sidang keliling. Kemudian tinjauan yang kedua yaitu penyelesaian perkara 

perceraian, untuk mengetahui prosedur dan tatacara penyelesaian perkara 

perceraian di Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam hukum acara 
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khusus. 

Bab ketiga, pembahasan di bab ini diawali dengan gambaran umum 

Pengadilan Agama Sleman, untuk mengetahui letak dan dasar hukum 

berdirinya Pengadilan Agama Sleman, struktur, visi dan misi Pengadilan 

Agama Sleman, tugas pokok dan fungsi serta wilayah hukum Pengadilan 

Agama Sleman. Selanjutnya pembahasan mengenai Pelaksanaan Sidang 

keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman 

tahun 2016, untuk mengetahui untuk mengetahui latar belakang diadakannya 

Sidang keliling, bagaimana proses pelaksanaan Sidang keliling dalam 

penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman sekaligus 

mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan Sidang 

keliling Pengadilan Agama Sleman tahun 2016. 

Bab keempat adalah bab inti, pada bab ini penyusun akan melakukan 

analisis terhadap efektivitas Sidang keliling dalam penyelesaian perkara 

perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2016. Penulis juga akan 

memaparkan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Sidang 

keliling yang dilaksanakan oleh PA Sleman dalam penyelesaian perkara 

perceraian serta implikasinya terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama 

Sleman tahun 2016. 

Bab kelima sebagai bab terakhir yang berisi penutup yang meliputi 

kesimpulan dan saran-saran. Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan 

skripsi ini dan saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait yaitu Pengadilan 

Agama dan Mahkamah Agung. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data yang telah 

penyusun lakukan terkait dengan efektivitas sidang keliling dalam 

penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta 

pada tahun 2016, maka penyusun dapat memberi kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian 

melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Sleman tahun 2016 secara 

umum tergolong efektif. Sidang keliling tersebut efektif dalam hal 

memberi kemudahan transportasi dan waktu tempuh perjalanan bagi para 

pihak berperkara. Sedangkan dalam teknis persidangan, terdapat beberapa 

permasalahan yang timbul akibat penerapan hukum acara terutama bagi 

pihak non verstek. Permasalahan tersebut antara lain terkait dengan kurang 

maksimalnya tahapan-tahapan persidangan seperti jawab menjawab dan 

pembuktian yang merupakan tahap yang penting bagi hakim untuk 

merumuskan masalah dan menemukan hukum (rechtsvinding) demi 

menghasilkan putusan yang berkualitas yang memenuhi keadilan, 

kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak. Sehingga sidang harus 

dilanjutkan di kantor Pengadilan Agama Sleman. Selain itu, tenggang 

waktu pemanggilan para pihak yang tidak diketahui keberadaannya juga 

menyebabkan sidang tidak dapat diselesaikan dalam sidang keliling 
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2. Faktor penghambat tidak begitu dirasakan dalam pelaksanaan sidang 

keliling Pengadilan Agama Sleman tahun 2016 baik di Balai Desa 

Pakembinangun, Desa Bokoharjo maupun di Balai Desa Argomulyo. 

Hanya saja, terdapat perkara yang harus dilanjutkan di kantor Pengadilan 

Agama Sleman karena tidak memungkinkan apabila harus menunggu 

jadwal sidang keliling selanjutnya di lokasi sidang keliling. Adapun faktor 

pendukung pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Sleman tahun 

2016 yaitu pelayanan prima yang diberikan oleh tim pelaksana sidang 

keliling dari Pengadilan Agama Sleman baik majelis hakim, panitera 

maupun petugas yang lain, kerjasama yang baik antara pihak Pengadilan 

Agama Sleman dengan aparat Balai Desa Pakembinangun, Desa 

Bokoharjo maupun di Balai Desa Argomulyo dalam penyediaan ruang 

sidang dan perlengkapannya, dan ketertiban para pihak berperkara dalam 

mengikuti persidangan. 

3. Sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan 

Agama Sleman tidak berimplikasi terhadap kenaikan angka perceraian di 

Pengadilan Agama Sleman. Hal tersebut dikarenakan pendaftaran perkara 

tetap dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama Sleman dalam keadaan 

para pihak belum mengetahui perihal adanya penyelenggaraan sidang 

keliling karena tidak adanya sosialisasi, sehingga kehendak untuk bercerai 

datang dari pihak berperkara sendiri bukan karena adanya 

penyelenggaraan sidang keliling.  
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4. Sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan 

Agama Sleman memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat 

miskin atau menengah ke bawah (justice for the poor). Pengadilan Agama 

Sleman sangat tepat membuat kebijakan yang beracara pada sidang 

keliling adalah perkara tanpa kuasa hukum, hal ini sangat membantu 

masyarakat yang kurang mampu karena mendapat jatah semakin banyak 

untuk sidang di balai desa setempat. 

 

B. Saran-saran 

Setelah melakukan penelitian tentang efektivitas sidang keliling dalam 

penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman, maka 

penyusun dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pengadilan Agama Sleman agar tetap terus memberikan pelayanan 

yang terbaik bagi masyarakat, termasuk dalam peningkatan mutu dan 

pelayanan sidang keliling untuk tahun-tahun yang akan datang. 

2. Untuk menjamin efektivitas sidang keliling, penyusun berharap kiranya 

Mahkamah Agung selaku Pengadilan negara tertinggi dan pengawas 

seluruh badan peradilan di Indonesia untuk memberikan petunjuk teknis 

lengkap dan khusus bagi pelaksanaan sidang keliling demi tercapainya 

tujuan sidang keliling dalam menegakkan justice for all serta terus 

berupaya menggagas terobosan-terobosan hukum bagi pemerataan 

keadilan di Indonesia. 
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3. Bagi peneliti lain, kiranya dapat ditindaklanjuti penelitian ini dengan 

model yang lebih luas dengan menggunakan parameter atau indikator-

indikator yang lebih banyak untuk memperoleh data yang lebih valid. 
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